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AKTIVITAS 

MASYARAKAT 



Terwujudnya 

pelayanan perizinan 

dan non perizinan 

yang cepat mudah, 

efisien transparan, 

pasti dan 

terjangkau  

 

Seluruh 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

serta pelayanan 

pengaduan 

 

Maksud Tujuan Ruang Lingkup 

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Perizinan 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada 

masyarakat 



PERATURAN TERKAIT PERIZINAN SUMBER DAYA AIR 
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Jenis Perizinan Sumber Daya Air 
• Izin Pengusahan Sumber Daya Air; 

• Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; 

• Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. 

 



Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya air : 

 

1. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku utama; 

2. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku pendukung; 

3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; 

4. Pemanfaatan ruang pada sumber; 

5. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut diatas 

 



KETENTUAN TERKAIT PERIZINAN SUMBER DAYA AIR 

PP NOMOR 5 TAHUN 2O2I Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat subsektor sumber daya air   

Pasal 105  

Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya 

air dapat diberikan untuk: 

a. titik atau tempat tertentu pada sumber air; 

b. ruas tertentu pada sumber air; atau 

c. bagian tertentu dari sumber air.  

Pasal 106 

1, Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui     

    tahapan: 

 a. permohonan; dan 

 b. penetapan. 

2. Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 

    (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. 

3. Ketentuan mengenai evaluasi kesesuaian dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

    diatur dalam peraturan menteri yangg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum 

    yang penyusunannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

     bidang energi dan sumber daya mineral  

Pasal 107 

Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 

(sepuluh) tahun  



Pasal 108 

Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 

perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 

Perizinan Berusaha berakhir  

 

Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  

 

Pasal 1 

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini  

 

Pasal 2  

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
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PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya 

Air 

Pasal 33 ayat 1 

Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada gubernur. 

Pasal 39 ayat 1 

Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

Pasal 42 ayat 5 

Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan 

perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna Air 

Tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru. 

Pasal 42 ayat 4 

Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan 

sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum 

berakhirnya izin. 



Hak Pengguna Izin : 

a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;  

b. membangun prasarana dan sarana air tanah; 

 

Kewajiban Pengguna Izin : 

a. Menyampaikan laporan jumlah pengambilan air tanah harian, laporan kedudukan muka air tanah bulanan 

pada setiap sumur bor air tanah setiap bulan serta menyampaikan laporan hasil analisa kualitas air tanah 

dari laboratorium yang terakreditasi setiap 3 (tiga) bulan;  

b. Membayar pajak air tanah dan menyampaikan salinan bukti pembayaran pajak air tanah pada setiap sumur 

bor air tanah setiap bulan  

c. Membayar pajak air tanah dan menyampaikan salinan bukti pembayaran pajak air tanah pada setiap sumur 

bor air tanah setiap bulan 

d. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;  

f. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (limabelas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang 

ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;  

g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan 

oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;  

 

 

 



 

 

 

Kewajiban Pengguna Izin : 

h. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air 
tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal 
kurang dari 10 (sepuluh) hektar;  

i. menjaga keseimbangan pengambilan air tanah;  

j. melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL;  

k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi 
kegiatan;   

l. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta 
menggunakannya secara efektif dan efisien;  

m. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian masyarakat;  

n. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD yang membidangi 
urusan energi dan sumber daya mineral. 

o. Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, dapat 
dilakukan tindakan/ dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

p. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan 
izin paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir 

q. Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, permohonan perpanjangan izin belum 
diajukan, izin sebelumnya tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan izin baru; 

r. Menyesuaikan kembali ke Sistem Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) 
OSS RBA apabila PBUMKU sudah dapat di implementasikan secara menyeluruh 

 



SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI 

(IZIN BARU): 
A. Persyaratan Administrasi:  

    1.Surat Permohonan izin pengusahaan sumber daya air tanah Kepada Kepala DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah (Materai 10.000) yang memuat informasi: 

         a.Nama, pekerjaan dan alamat pemohon 

    b.Maksud dan tujuan penggunaan sumber daya air tanah serta rencana debit     

pengambilan air tanah. 

          c. lokasi sumur dan penggunaan sumber daya air tanah, yang meliputi:  

 - Kelurahan/desa;  

 - kecamatan; 

 - Kota/Kab; 

 - Provinsi dan  

 - titik  koordinat pengambilan air tanah 

    2. Pakta Integritas Materai 10.000; 

    3. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan 

digunakan. 

    4. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan 

Sumber Daya air (air tanah) yang telah dilakukan, misal KBLI 11050 untuk industri air 

minum dan air mineral, dan lainnya 

    5. Izin lingkungan dan persetujuan AMDAL atau izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL 

atau SPPL dari instansi yang berwenang. 

 





B. Persyaratan teknis: 

1. Studi kelayakan penggunaan SDA dengan sumber 

air berupa air tanah yang telah mendapat 

persetujuan dari instansi yang membidangi (Dinas 

ESDM Provinsi Jateng); 



SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI 

(PERPANJANGAN IZIN) 
A. Persyaratan Administrasi:  

    1.Surat Permohonan izin pengusahaan sumber daya air tanah Kepada Kepala DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah (Materai 10.000) yang memuat informasi: 

         a.Nama, pekerjaan dan alamat pemohon 

    b.Maksud dan tujuan penggunaan sumber daya air tanah serta rencana debit     

pengambilan air tanah. 

          c. lokasi sumur dan penggunaan sumber daya air tanah, yang meliputi:  

 - Kelurahan/desa;  

 - kecamatan; 

 - Kota/Kab; 

 - Provinsi dan  

 - titik  koordinat pengambilan air tanah 

      2. Pakta Integritas Materai 10.000; 

    3. Dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air tanah yang akan 

diperpanjang. 

   4. Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan  

pemanfaatan sumber daya air tanah yang dilakukan  

     5.  Bukti Setor pembayaran pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir beserta Surat Ketetapan   

Pajak Daerah (SKPD) *. 

 



B. Persyaratan teknis: 

1.  Foto prasarana terbangun saat ini. 

2. Rekapitulasi debit penggunaan air tanah harian selama 1 (satu) 

tahun terakhir. 

3. Laporan analisis kualitas air setiap 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun terakhir. 



Pengajuan Permohonan Perizinan secara 

Online dapat diakses melalui SIAP JATENG 

dengan Alamat Website  

perizinan.jatengprov.go.id atau 

https://perizinan.jatengprov.go.id/portal  
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